
BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR g TAHUN 2013

TENTANG
*

KEPALA'DESA DAN PERANGKAY DESA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI 
' ' BAKAL CALON KEPALA D &ERAH/W AKIL KEPALA DAERAH 

DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH P R O V IN ^D A E P A I I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
% / r  * *

BUPATI KARANGANYAR, *, ‘
M enim bang : *a. Bahwa dalam  rangka menjaga ne tra lita s  Kepala Desa da * 

T Peran’g ka l Desa dalam  m elaksanakan tugas dan
4 m e m b e r ik a n p e la y a n a n  kepada m asyarakat, m aka

v d ipandang perlu» m enga tur Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang m encalonkah sebagai Bakal Calon - Kepala 
D aerah /W ak i! Kepala Daerah dan Calon Anggota Dewan 
Perwakilan R akya t- Dewan Perwakilan* Rakyat Daerah 
P rov ins i/K abupa ten ; ■ **

b. bahwa u n tu k  d im aksud tersebut perlu  m enetapkan 
Peraturan B upa li tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa 

''Y a n g  M encalonkan D iri sebagai Bakal Calon Kepala 
. D ae rah /W ak il Kepala Daerah dan Calon Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
P rov ins i/K abupa ten ; -

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pem bentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lembaran Negara 
R epub lik  Indonesia Nomor 4437), seoagaimana telah d iubah 
beberapa ka li te ra kh ir dengan Undang -  Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A las Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nom or 59, Tam bahan Lem baran Negara R epub lik  Indonesia

; Nom or 4844);
3. Undang -  Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang 

Pem bentukan Peraturan Perundang -  undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tam bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia - Nomor 
5234);

4. Undang -  Undang Nom or 8 Tahun 2012 tentang Pem ilihan 
U m um  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
117, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nom or 53 16);



5. Pera turan Pem erintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nom or 158, Tam bahan Lembaran Negara R epublik Indonesia 
Nom or 4587);

6. Peraturan Kom isi Pem ilihan U m um  Nom or 9 Tahun 2012 
ten tang Pedoman Tekn is Pencalonan Pem ilihan,. Um um  
Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah;

7. Peraturan Kom isi Pem ilihan U m um  N om o r-7 Tahun 2013 
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah K abupa ten /K o ta , sebagaimana te lah d iubah 
dengan Peraturan Kom isi Pem ilihan U m um  Nomor 13 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas P era iu ran Kom isi Pem ilihan 
U m um  Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
K abupa ten /K o ta ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 
Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten K aranganyar Tahun 2006 
Nom or 24) sebagaimana telah d iubah  dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nom or 9 Tahun 2009 
ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nom or 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa 
dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
K aranganyar Tahun  2009 Nom or 9); ,

9. Peraturan B upa ti Karanganyar Nom or 20 Tahun 2012 
ten tang  Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nom or 20).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPAT' . TENTANG KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI: SEBAGAI 
BAKAL CALON KEPALA DAERAH/W AK1L KEPALA DAERAH 
DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 
DEWAN PERW AKILAN. RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN -

BAB I ,
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
D alam  Peraturan B upa ti in i, yang d im aksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pem erintah Daerah adalah B upa ti, dan perangkat daerah 

sebagai u n su r penyelenggara pem erin tahan daerah;
3. Pem erintahan Daerah adalah penyelenggaraan u rusan 

pem erin tahan oleh Pem erintah Daerah dan DPRD 
m e n u ru t asas otonom i dan tugas pem bantuan dengan 
p rin s ip  otonom i seluas-luasnya dalam  sistem  dan p rins ip  
Negara Kc'satuan Republik Indonesia sebagaimana 
d im aksud dalam  U ndang-U ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

4. B upa ti adalah B upa ti Karanganyar; •
5. Kecam atan adalah w ilayah kerja Cam at sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Cam at adalah Cam at di w ilayah Kabupaten Karanganyar;



' ;  'V , , .

7. Desa adalah kesatuan m asyarakat h u ku m  yang m em ilik i 
batas-batas w ilayah yang berwenang u n tu k  m engatur dan . 
m engurus kepentingan m asyaraka t . setem pat,, 
berdasarkan asa l-usu l dan. adat is tiada t setempat yang 
d ia ku i dnn d iho rm a ti dalam sistem  Pem erintahan Negara 
R epub lik  Indonesia yang berada di Kabupaten 
K a ra nga nya r;

8. Pem erintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pem erin tahan oleh Pem erintah Desa dan Badan 
Perm usyawaratan Desa dalam  m engatur, dan m engurus 
kepentingan m asyaraka t setem pat berdasarkan asa l-usu l 
dan adat is tiada t setempat yang d ia ku i dan d iho rm a ti 
da lam  sistem Pem erintahan Negara Kesatuan R cpub 'ik  
Indonesia ;

- 1 9. Pem erintah Desa adalah Kepala Desa dun Perangkat Desa
sebagai u n s u r penyelenggara Pem erintahan Desa;

10. Kepala Desa adalah- Kepala Desa di Kabupaten 
K aranganyar;-

11. Badan Perm usyawaratan Desa, se lan ju tnya d is ingka t 
BPD, adalah lembaga yang m erupakan perw ujudan 
dem okrasi da lam  penyelenggaraan Pem erintahan Desa 
sebagai u n s u r penyelenggara Pem erintahan Desa;

12. Perangkat Desa adalah u n s u r s ta f yang bertugas 
m em bantu  Kepala Desa dalam  m elaksanakan tugas dan 
wewenangnya yang te rd iri da ri S ekre taris  Desa dan
Perangkat Desa la innya;

i__ 13. Perangkat Desa la innya adalah Kepala D usun, Kepala 
Seksi dan Kepala Urusan.

r BAB II
-  PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

v Pasal 2
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang m encalonkan d ir i 

sebagai Bakal Calon Kepala D ae rah /W a k il Kepala’ Daerah 
d ibe rhen tikan  sem entara dari jaba tannya .

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang m encalonkan d ir i 
sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

. Perwakilan Rakyat Daerah P rov ins i/K abupa ten , :
d ibe rhen tikan  dari jaba tannya . ;

BAB III
BAKAL CALON KEPALA DAER AH /W AKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
; . Kepala Desa

Paragrap 1 /
M ekanism e Pem beritahuan Pencalonan

- Pasal 3
(1) Kepala Desa yang m encalonkan d ir i sebagai Bakal Calon 

Kepala D ae rah /W ak il Kepala Daerah ha rus  m em beritahu 
secara te rtu lis  kepada B upati m e la 'u i BPD dan Camat.
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(2) BPD m em beritahukan  kepada B upa ti m e la lu i Cam at 
pa ling  lam bat 3 (Liga) ha ri kerja setelah m enerim a su ra t 
pem beritahuan pencalonan sebagaimana d im aksud ayat
(1) Pasal in i.

(3) Cam at m eng irim kan kepada B upa ti pa ling  lam bat 3 (tiga) 
hari kerja  setelah m enerim a su ra t sebagaimana d im aksud 
ayat (2) Pasal in i,

(4) Berdasarkan su ra t pem beritahuan nencalonan 
sebagaimana d im aksud ayat (3) : Pasal in i, B upati 
m enerb itkan Surat Keterangan bahwa Kepala Desa yang 
bersangkum n telah m em beritahukan pencalonannya 
sebagai Bakal Calon Kepala D ae rah /W ak il Kepala Daerah.

Paragrap 2
M ekanism e Pem berhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 4 1
Kepala Desa yang, m encalonkan d ir i sebagai Eakal Calon
Kepala D ae rah /W a k il Kepala Daerah d ibe rhen tikan  sem entara
da ri jaba tannya  selelah yang bersangkutan d ite tapkan  sebagai
Calon Kepala D aerah /W ak il Kepala Daerah.

Pasal 5 .
(1) P em bcrhentikan sem entara sebagaimana d im aksud Pasal 

4 berdasarkan usu lan BPD m ela lu i Camat.
(2) - Paling lam bat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU m enetapkan

sebagaimana d im aksud Pasal ; 4, BPD m engusulkan 
pem berhentian sem entara Kepala Desa kepada B upati 
m e la lu i C am a t/

(3) C am at m eng irim kan kepada B upa ti pa ling  lam bat 3 (tiga) 
ha ri kerja  setelah m enerim a surat sebagaimana d im aksud 
ayat (2) Pasal in i.

(4) Berdasarkan su ra t pengusulan pem berhentian sem entara 
sebagaimana d im aksud  ayat (2) dan aya t (3) Pasal in i, 
B upa ti m enerb itkan Pem berhentian ' Sem entara Kepala 
Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua 
Perangkat Desa

Paragrap 1
M ekanism e Pem beritahuan Pencalonan 

Pasal 6
Perangkat Desa yang m encalonkan d ir i sebagai Bakal Calon 
Kepala D ae rah /W a k il Kepala Daerah w a jib  - mem beri tahu, 
secara te rtu lis  kepada Kepala Desa dengan tem busan kepada 

- BPD.



Paragrap 2
M ekanism e Pemberhentian S em enta ra '

Pasal 7
(1) Berdasarkan su ra t pem beritahuan pencalonan d im aksud

Pasal 6 Kepala Desa m em berikan su ra t keterangan bahw a ' 
perangkat Desa yang bersangkutan telah
m em beritahukan pencalonannya sebagai Bakal Calon 
Kepala D aerah /W ak il Kepala Daerah.

(2) Perangkat Desa yang m encalonkan d ir i sebagai Bakal 
Calon Kepala D aerah /W ak il Kepala Daerah d ibe rhentikan  
sem entara dan  jaba tannya  oleh Kepala Desa setelah yang 
bersangkutan d ite tapkan sebagai D afta r Calon Kepala 
d a c rn h /W a k il Kepala Daerah

• BAB IV
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABllPATEN

Pasal 8
(1) Kepala Desa dan PerangkaL Desa yang akan m encalonkan 

d ir i sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provi n si /  Kabupaten 
w a jib  m engajukan su ra i perm ohonan pengunduran d ir i 
dari jaba tannya  secara le rtu lis .

(2) S ura t perm ohonan oengunduran d in  sebagaimana
d im aksud pada ayat (1) Pasal in i tidak  dapat d ita r ik  
kem bali.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang m engajukan
perm ohonan d ir i, yang bersangkutan d ibe rhen tikan  dari 
jaba tannya  pa ling  lam bai pada masa perba ikan D aftar 
Calon Sementara (DCS).

Pasal 9
(1) Kepala Desa yang m encalonkan d ir i sebagai calon

anggota leg is la tif ha rus m engajukan perm ohonan
pengunduran d ir i secara te rtu lis  da ri jaba tannya  sebagai 
Kepala Desa kepada B upa ti m e la lu i BPD dan Camat.

(2) BPD berdasarkan perm ohonan pengunduran d ir i Kepala 
Desa, m eng irim kan kepada B upa ti m e la lu i Cam at paling 
lam bat 3 (tiga) ha ri kerja  sejak d ite rim anya  perm ohonan 
sebagaimana d im aksud pada aya l (1) Pasal in i.

(3) C am at setelah menerim a surat perm ohonan pengunduran
d ir i sebagaimana d im aksud ayat (2) Pasal in i pa ling 
lam bat 3 (liga) hari kerja  sudah m eng irim kan kepada 
B v.* l1.

(4) Setelah m enerim a perm ohonan pengunduran d ir i dari 
Cam at sebagaimana d im aksud ayat (3) pasal in i, Bupati 
m enerb itkan  s u ra t keterangan bahwa yang bersangkutan 
telah m engajukan pengunduran d ir i da ri jaba tan  Kepala 
Desa kem udian d ibe rhen tikan  dengan ho rm at dari 
jaba tannya .



Pasal 10
(1) Perangkat Desa yang m encalonkan d ir i sebagai bakal 

calon anggota leg is la tif ha rus m engajukan perm ohonan 
pengunduran  d ir i secara te rtu lis  da ri jaba tannya  sebagai 
Perangkat Desa kepada Kepala Desa tem busan BPD.

(2) Berdasarkan surat perm ohonan pem beritahuan
pencalonan d im aksud ayat (1) Pasal in i Kepala Desa 
m em berikan surat, keterangan bahwa perangkat Desa 
yang bersangkutan le lah m engajukan permohonan 
pengunduran d ir i da ri jaba tannya  kem udian
d ibe rhen tikan  dengan horm at da ri jaba tannya.

BAB V
KEDUDUKAN KEPAl A DESA

SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAER AH /W AKIL KEPALA DAERAH

Pasal 11
(1) Apabila Kepala Desa te rp ilih  dan d ila n tik  m enjadi B upa ti 

/  W akil B upa ti, m aka yang bersangkutan m engajukan 
perm ohonan u n tu k  d ibe rhen tikan  dengan ho rm at dari 
jaba tannya  sebagai Kepala Desa kepada 3 u p a ti lewat BPD 
dan Camat.

(2) Apabila Kepala Desa tida k  te rp ilih  m enjadi B upa ti a tau 
W akil B upa ti maka yang bersangkutan m engajukan

'  - _ perm ohonan u n tu k  d ia k tifka n  kem bali sebagai Kepala
Desa kepada B upati m e la lu i BPD.

BAB VI
KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAER AH /W AKIL KEPALA DAERAH

Pasal 12
(1) Apabila  perangkat Desa yang te rp ilih  dan d ila n tik  

m enjadi B upa ti a lau  W akil B upa ti, m aka Kepala Desa 
m enetapkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pem berhentian dengan ho rm at Perangkat Desa dari 
jaba tannya  sebagai Perangkat Desa.

(2) Apabila Perangkat. Desa lid a k  te rp ilih  m enjadi B upa ti atau 
W akil B upa ti m aka yang bersangkutan m engajukan 
perm ohonan u n tu k  d ia k tifka n  kem bali sebagai Perangkat 
Desa.
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B A B  V II *
K E T E N T U A N  P E N U TU P  '• V ../

. Pasal 13
Peraturan B upa ti in i m u la i be rlaku  pada tanggal 
d iundangkan .

Agar setiap orang dapat m engetahu inya m em erin tahkan

Sy


